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Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan mendasar dalam cara
masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha menjalankan aktivitas ekonomi (Abdillah, 2024; Riswanto et al.,
2024). Digitalisasi memungkinkan berbagai kegiatan ekonomi dilakukan secara virtual, melampaui batas ruang
dan waktu yang sebelumnya membatasi interaksi ekonomi. Proses ini tidak hanya mendorong efisiensi dan
memperluas akses pasar, tetapi juga melahirkan model bisnis baru yang semakin bergantung pada teknologi dan
platform digital (Desi Jelanti et al., 2023). Peran teknologi digital semakin terasa penting ketika pandemi
COVID-19 melanda, saat masyarakat di berbagai negara bergantung pada perangkat digital sebagai sarana
utama untuk bekerja, bertransaksi, dan berkomunikasi (Fathoni & Asfiah, 2024; Fauzi et al., 2023). Dalam
kondisi tersebut, ekonomi digital tampil sebagai salah satu penopang utama pemulihan ekonomi global.
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Gambar 1. Perkembangan ekonomi digital

Perjalanan transformasi tersebut dapat dilihat secara kronologis pada Gambar 1, yang menggambarkan
perkembangan ekonomi digital dalam dua dekade terakhir. Pada awal 2000-an, pemanfaatan teknologi digital
masih relatif terbatas dan aktivitas ekonomi sebagian besar bergantung pada interaksi langsung. Memasuki
periode 2010-2019, platform digital berkembang pesat dan mulai memperluas akses pasar serta mengubah
struktur ekonomi konvensional (Thwanudin et al., 2023; Wibowo, 2023). Tahun 2020 menjadi titik balik penting
ketika pandemi COVID-19 mendorong percepatan digitalisasi secara masif. Pada masa pascapandemi, ekonomi
digital semakin terintegrasi dalam sistem ekonomi dan berperan sebagai penggerak utama pemulihan ekonomi
global (Karneli et al., 2023; Murtadlo & Sulhan, 2023).

Meskipun mengalami perkembangan yang pesat, manfaat ekonomi digital tidak terdistribusi secara merata,
laporan ekonomi digital perserikatan bangsa-bangsa tahun 2019 menunjukkan bahwa keuntungan ekonomi
digital masih terkonsentrasi pada negara-negara tertentu, khususnya Amerika Serikat dan China (Abdelrehim
Hammad et al., 2021; Ahi et al., 2023). Kedua negara tersebut menguasai sebagian besar paten teknologi,
investasi global di bidang internet of things (IoT), pasar cloud computing, serta nilai kapitalisasi perusahaan
digital terbesar di dunia. Kondisi ini mencerminkan adanya konsentrasi kekuatan ekonomi digital yang tajam,
yang tidak hanya berpotensi memperlebar ketimpangan global, tetapi juga meningkatkan risiko munculnya
praktik persaingan usaha yang tidak sehat (Gur & Dilek, 2023; Peng, 2022).
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Gambar 2. Potensi dan Roadmap E-commerce 2016

Perkembangan ekonomi digital dipandang sebagai peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi nasional (Abdillah, 2024; Bangsawan, 2023; Riswanto et al., 2024). Potensi tersebut ditopang oleh
jumlah penduduk yang besar, tingkat penetrasi internet yang terus meningkat, serta posisi Indonesia yang
strategis di kawasan Asia Tenggara (SRI, 2023; Syahbudi & Ma, 2021; Widiastuti, 2021). Arah pengembangan
ekonomi digital nasional dan respons kebijakan pemerintah terhadap peluang tersebut ditunjukkan pada
Gambar 2, yang menggambarkan potensi ekonomi digital Indonesia serta peta jalan e-commerce yang mulai
disusun sejak tahun 2016.

Sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2, pemerintah merespons perkembangan ekonomi digital melalui
penyusunan roadmap e-commerce yang mencakup tujuh sektor strategis, yaitu logistik, pembiayaan,
perlindungan konsumen, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, perpajakan, pengembangan sumber
daya manusia, serta keamanan siber. Pendekatan kebijakan ini menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi
digital Indonesia tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan pasar, tetapi juga diarahkan untuk membangun
ekosistem digital yang terstruktur dan berkelanjutan (Arifin, 2024; Meidyasari, 2024; Widyastuti et al., 2023).

Journal homepage: https://journal.dosenindonesia.org/index.php/indovisi



Pengawasan Persaingan Usaha dalam Ekosistem Ekonomi Digital... 23

Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital juga membawa tantangan serius bagi struktur persaingan usaha, baik
secara global maupun nasional (Ndraha et al., 2024; Rohmana, 2023; Rosmayati, 2023). Konsentrasi kekuatan
pasar oleh perusahaan teknologi berskala besar menimbulkan kekhawatiran di berbagai negara karena
penguasaan teknologi, data, dan basis pengguna dalam jumlah besar memberikan posisi tawar yang sangat kuat
di pasar (Kholishudin, 2023). Merespons kondisi tersebut, berbagai yurisdiksi memperkuat regulasi dan
pengawasan persaingan usaha. Amerika Serikat dan China meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan
teknologi besar, sementara Uni Eropa mengesahkan Digital Markets Act sebagai instrumen hukum untuk
mencegah perilaku anti-persaingan di pasar digital, termasuk penyalahgunaan posisi dominan dan pengelolaan
data pribadi konsumen (Lase, 2024; Wibowo, 2023).

Tantangan serupa juga dihadapi Indonesia, pelaku usaha besar di sektor digital memiliki keunggulan
signifikan dalam mengakses dan mengelola data pribadi pengguna, yang pada gilirannya memberikan tambahan
kekuatan pasar (market power) dan berpotensi menciptakan ketimpangan persaingan (Calvano & Polo, 2021;
Fast et al., 2023; Kramer & Schnurr, 2022; Tirole, 2023). Kondisi ini tidak hanya menyulitkan pelaku usaha
kecil dan menengah untuk bersaing secara adil, tetapi juga meningkatkan risiko terhadap perlindungan
konsumen dan keberlanjutan usaha (Himawan et al., 2024; I. M. Lubis, 2024; Utomo & Pribadi, 2024).

Karakteristik ekonomi digital yang ditandai oleh keberadaan platform multi-sisi, efek jaringan, dan dominasi
berbasis data menghadirkan tantangan baru bagi penegakan hukum persaingan usaha (Fast et al., 2023).
Pendekatan pengawasan yang selama ini digunakan dalam ekonomi konvensional sering kali belum sepenuhnya
mampu menjawab kompleksitas pasar digital. Situasi ini menjadi semakin menantang bagi Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk menjaga iklim persaingan usaha yang
sehat di Indonesia (Burhanuddin, 2024; Dewi et al., 2024). Di tengah dinamika ekonomi digital yang terus
berkembang dan regulasi yang belum sepenuhnya adaptif, muncul kebutuhan untuk meninjau kembali
efektivitas pengawasan persaingan usaha serta memperkuat peran KPPU (Kennedy, 2024).

Perkembangan ekonomi digital global sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 dan potensi serta kebijakan
ekonomi digital Indonesia sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2, penelitian ini difokuskan pada dua
persoalan utama, yaitu bagaimana dampak ekosistem digital terhadap persaingan usaha di Indonesia serta
bagaimana optimalisasi peran KPPU dalam menghadapi potensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat di era
ekonomi digital.

Metode

Penelitian ini menggunakan desain yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Desain ini dipilih
karena fokus utama penelitian adalah menganalisis norma hukum, prinsip, dan kebijakan yang mengatur
persaingan usaha dalam konteks perkembangan ekonomi digital (Gleiss et al., 2023). Pendekatan yuridis-
normatif memungkinkan penelusuran sistematis terhadap kaidah hukum yang berlaku, sekaligus memberikan
ruang analisis kritis terhadap kesesuaian dan efektivitas regulasi dalam merespons dinamika persaingan usaha
di era digital (Hartono, 2024). Dengan pendekatan ini, penelitian tidak diarahkan untuk menguji hipotesis
empiris, melainkan untuk membangun pemahaman konseptual dan normatif mengenai dampak ekonomi digital
terhadap hukum persaingan usaha serta implikasinya terhadap peran kelembagaan pengawas.

Sejalan dengan desain tersebut, sumber data penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder. Data
tersebut mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur persaingan
usaha di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat beserta peraturan pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan
bahan hukum sekunder yang meliputi buku teks, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen
kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi digital dan hukum persaingan usaha. Untuk memperkaya konteks
analisis normatif, bahan non-hukum berupa laporan institusi nasional dan internasional serta dokumen
kebijakan publik turut digunakan.

Tabel 1. Kerangka Penelitian

Tahap Penelitian Komponen Uraian

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan
pelaksana yang mengatur persaingan usaha

Input (Data Bahan hukum
Penelitian) primer
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Tahap Penelitian Komponen Uraian
Bahan hukum Buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang
sekunder membahas ekonomi digital dan hukum persaingan usaha

Laporan institusi nasional dan internasional serta dokumen kebijakan

Bahan non-hukum publik terkait perkembangan ekonomi digital

Konsep market power, platform multi-sisi, penguasaan data, dan

Data konseptual .
pengawasan persaingan usaha

Data kelembagaan Peran, fungsi, dan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

(KPPU)
Proses (Analisis Inventarisasi Pengumpulan dan pemetaan norma hukum persaingan usaha yang
Data) norma relevan dengan ekonomi digital
Penafsiran Penafsiran ketentuan hukum persaingan usaha dalam konteks
normatif dinamika ekonomi digital

Pengaitan norma Penghubungan norma hukum dengan karakteristik ekonomi digital,
dan konteks termasuk platform digital dan penguasaan data

Analisis implikasi ekonomi digital terhadap struktur pasar dan

Analisis kritis .
persaingan usaha

Evaluasi Penilaian peran dan efektivitas KPPU dalam pengawasan dan
kelembagaan penegakan hukum persaingan usaha
Output . . - . .
(Keluaran Dampak ekonomi Gambar.an dampak ekosistem digital terhadap persaingan usaha di
. digital Indonesia
Penelitian)
Tantangan Identifikasi tantangan pengawasan persaingan usaha di era ekonomi
pengawasan digital
Rekomendasi Rumusan optimalisasi peran KPPU untuk meningkatkan efektivitas
kebijakan pengawasan persaingan usaha

Kerangka hubungan antara data penelitian, proses analisis, dan keluaran penelitian disajikan secara
sistematis dalam Tabel 1 (Kerangka Penelitian). Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel tersebut, data penelitian
mencakup bahan hukum, literatur ilmiah, dokumen kebijakan, data konseptual, serta data kelembagaan terkait
peran dan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Seluruh data tersebut menjadi landasan
utama dalam proses analisis normatif yang dilakukan secara bertahap dan terstruktur.

Penelitian ini menempatkan peneliti sebagai analis normatif yang berfokus pada konstruksi hukum dan
kebijakan. Pemahaman awal peneliti mengenai karakteristik ekonomi digital dan hukum persaingan usaha
digunakan sebagai kerangka awal dalam membaca dan menginterpretasikan bahan hukum, namun dikelola
secara reflektif agar tidak mengaburkan objektivitas analisis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk
menajamkan pembacaan terhadap norma hukum, mengidentifikasi celah regulasi, serta menilai relevansi
pengaturan yang ada terhadap praktik persaingan usaha di sektor digital.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan teknik penelusuran
dokumen secara sistematis. Proses ini mencakup identifikasi, inventarisasi, dan klasifikasi peraturan perundang-
undangan, literatur ilmiah, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan topik penelitian. Penelusuran
dilakukan secara berlapis, dimulai dari regulasi inti persaingan usaha, kemudian diperluas ke literatur yang
membahas ekonomi digital, penguasaan data, dan peran lembaga pengawas persaingan usaha. Seluruh bahan
yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi substansial dengan rumusan masalah penelitian, sebagaimana
dirangkum pada tahap input dalam Tabel 1.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis kualitatif normatif, dengan menafsirkan bahan hukum dan
literatur melalui pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Tahapan analisis mencakup
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inventarisasi norma hukum, penafsiran normatif terhadap ketentuan yang relevan dengan ekonomi digital,
pengaitan norma dengan karakteristik ekonomi digital, serta analisis kritis terhadap implikasi ekonomi digital
bagi struktur persaingan usaha. Proses ini juga mencakup evaluasi peran dan efektivitas KPPU dalam
pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha, sebagaimana digambarkan pada tahap proses dalam
Tabel 1.

Hasil dari rangkaian analisis tersebut menghasilkan keluaran penelitian berupa gambaran dampak ekosistem
digital terhadap persaingan usaha di Indonesia, identifikasi tantangan pengawasan persaingan usaha di era
digital, serta rumusan optimalisasi peran KPPU untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Keterkaitan
antara input data, proses analisis, dan keluaran penelitian ini secara utuh tercermin dalam struktur Tabel 1,
sehingga alur penelitian dapat dipahami secara sistematis. Integritas metodologis penelitian dijaga melalui
konsistensi antara tujuan penelitian, pendekatan yang digunakan, serta teknik analisis yang diterapkan. Setiap
kesimpulan yang dihasilkan didasarkan pada keterkaitan logis antara norma hukum dan argumentasi yang
dibangun dari bahan penelitian. Analisis dilakukan secara transparan dengan menunjukkan landasan normatif
yang mendasari setiap penafsiran, sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik
dan memberikan kontribusi yang bermakna bagi pengembangan kajian hukum persaingan usaha di era ekonomi
digital.

Hasil dan Pembahasan

Analisis kualitatif terhadap bahan hukum, dokumen kebijakan, laporan kelembagaan, serta literatur akademik
mengungkapkan sejumlah temuan utama yang menjelaskan dinamika persaingan usaha dalam ekosistem
ekonomi digital. Temuan-temuan ini disusun ke dalam tema-tema analitis yang saling berkaitan dan
merepresentasikan pola makna dominan dari data yang dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
ekonomi digital secara fundamental mengubah struktur pasar dari pola konvensional berbasis lokasi fisik
menjadi pasar berbasis platform. Platform digital berfungsi sebagai perantara utama yang menghubungkan
berbagai kelompok pengguna dalam pasar multi-sisi. Perubahan ini menghasilkan konsentrasi aktivitas ekonomi
pada entitas tertentu yang memiliki kapasitas teknologi, data, dan jaringan pengguna dalam skala besar. Struktur
pasar semacam ini cenderung memperkuat posisi pelaku usaha dominan, terutama melalui efek jaringan dan
skala ekonomi yang meningkat seiring pertumbuhan jumlah pengguna.

Tema berikutnya menunjukkan adanya pergeseran sumber kekuatan pasar dari kepemilikan aset fisik
menuju penguasaan dan pengolahan data. Data konsumen berperan sebagai input strategis utama dalam
ekonomi digital, memungkinkan pelaku usaha melakukan personalisasi layanan, penetapan harga dinamis,
serta optimalisasi strategi pemasaran. Penguasaan data dalam jumlah besar tidak hanya meningkatkan efisiensi
bisnis, tetapi juga menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha baru, sehingga berpotensi mempersempit
ruang persaingan yang setara. Ringkasan temuan utama penelitian disajikan secara sistematis dalam Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Penelitian

Tema Utama Temuan Inti Implikasi Persaingan Usaha
Struktur pasar digital ~ Peralihan ke sistem berbasis platform Konsentrasi pasar meningkat
Penguasaan data Data menjadi sumber kekuatan pasar Hambatan masuk bagi pelaku baru

Penilaian market power Indikator konvensional kurang memadai Analisis persaingan menjadi kompleks

Pengawasan persaingan Mekanisme digital sulit diawasi Risiko praktik anti-persaingan

Sebagaimana dirangkum dalam Tabel 2, ekonomi digital mendorong konsentrasi pasar melalui struktur
berbasis platform dan penguasaan data. Kondisi ini membuat penilaian market power menjadi semakin
kompleks serta menantang efektivitas pengawasan persaingan usaha.

Hasil analisis juga memperlihatkan kesulitan signifikan dalam mendefinisikan pasar bersangkutan dan
menilai kekuatan pasar dalam konteks ekonomi digital. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang
menitikberatkan pada transaksi moneter, ekonomi digital menuntut pertimbangan tambahan berupa aliran data,
interaksi non-monetisasi, serta keterkaitan lintas layanan dalam satu ekosistem digital. Oleh karena itu,
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indikator tradisional persaingan usaha menjadi kurang memadai ketika diterapkan secara langsung pada pasar
digital. Sintesis hubungan antar-temuan tersebut divisualisasikan dalam Gambar 3.

Gambar 3. Persaingan Usaha dalam Ekonomi Digital

Gambar 3 merangkum keterkaitan antara perubahan struktur pasar, penguasaan data, kompleksitas
penilaian kekuatan pasar, serta tantangan pengawasan persaingan usaha dalam ekosistem ekonomi digital.
Analisis tematik selanjutnya mengidentifikasi pola potensi praktik persaingan usaha tidak sehat yang khas dalam
ekonomi digital, meliputi penyalahgunaan posisi dominan melalui integrasi vertikal berbasis data, penerapan
strategi harga predator, penawaran eksklusif dan bundling layanan, serta potensi kartel berbasis algoritma.
Praktik-praktik tersebut cenderung sulit terdeteksi karena dijalankan melalui mekanisme otomatis dan tertanam
dalam desain sistem platform digital.

Tema terakhir menyoroti tantangan kelembagaan yang dihadapi otoritas persaingan usaha. Temuan
menunjukkan bahwa pengawasan persaingan usaha di era ekonomi digital membutuhkan kapasitas analitis
yang lebih tinggi, pemahaman lintas disiplin, serta kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang
cepat. Analisis terhadap kasus merger di sektor digital mengindikasikan bahwa meskipun tidak selalu ditemukan
pelanggaran secara formal, konsentrasi pasar yang meningkat tetap memunculkan kekhawatiran terhadap
keberlanjutan persaingan usaha dalam jangka panjang.

Pembahasan ini mengintegrasikan temuan penelitian sebagaimana disajikan dalam Tabel 2 dan Gambar 3
untuk memperdalam pemahaman mengenai dinamika persaingan usaha dalam ekosistem ekonomi digital,
khususnya dalam konteks regulasi dan pengawasan di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa transformasi
digital tidak sekadar menghadirkan perubahan teknologi, melainkan turut membentuk ulang struktur pasar,
sumber kekuatan ekonomi, serta mekanisme persaingan yang selama ini menjadi fondasi pendekatan hukum
persaingan usaha konvensional (Paul, 2021; Rashied et al., 2024). Dengan demikian, ekonomi digital
menghadirkan tantangan konseptual dan praktis yang menuntut pembaruan cara pandang dalam menilai
perilaku pelaku usaha dan efektivitas pengawasan persaingan (Rashied et al., 2024; Rong, 2022; Xu et al., 2024;
Zhang & Zeng, 2024).

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa ekonomi digital menghasilkan konfigurasi
persaingan usaha yang berbeda secara struktural dibandingkan ekonomi konvensional (Wibowo, 2024).
Sebagaimana dirangkum dalam Tabel 2, peralihan struktur pasar menuju sistem berbasis platform menjadikan
platform digital sebagai aktor sentral yang mengendalikan interaksi pasar. Dalam konteks ini, platform tidak
hanya berfungsi sebagai perantara transaksi, tetapi juga sebagai pengelola data, arsitek ekosistem, dan penentu
aturan main bagi pelaku usaha lain yang bergantung pada layanannya (Zhukhruffa, 2023). Kondisi ini
menyebabkan kekuatan pasar tidak lagi semata-mata ditentukan oleh pangsa pasar atau volume transaksi,
melainkan oleh kemampuan mengendalikan data, jaringan pengguna, serta integrasi layanan dalam satu
ekosistem digital yang tertutup (Wibowo, 2024; Zhukhruffa, 2023).

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan menunjukkan keterkaitan yang kuat antara struktur
pasar berbasis platform dan meningkatnya risiko praktik persaingan usaha tidak sehat. Hubungan kausal
tersebut, sebagaimana divisualisasikan dalam Gambar 3, memperlihatkan bagaimana perkembangan teknologi
digital mendorong munculnya platform berbasis data, yang kemudian memperkuat kekuatan pasar pelaku usaha
dominan dan pada akhirnya meningkatkan risiko distorsi persaingan. Sintesis ini memperluas pemahaman
mengenai ambivalensi ekonomi digital, yakni kemampuannya untuk secara simultan mendorong efisiensi
ekonomi sekaligus menciptakan potensi penyalahgunaan kekuatan pasar.

Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai kajian terdahulu yang menekankan peran efek jaringan,
tipping effects, dan penguncian pengguna dalam memperkuat posisi dominan pelaku usaha digital (Cutolo &
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Kenney, 2021; Montero & Finger, 2021). Namun demikian, penelitian ini memperluas diskursus dengan
menempatkan penguasaan data sebagai elemen kunci yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam indikator
persaingan usaha tradisional. Data tidak hanya berfungsi sebagai input produksi, tetapi juga sebagai sumber
keunggulan strategis yang memungkinkan pelaku usaha melakukan diskriminasi harga, personalisasi layanan,
serta eksklusi pesaing secara tidak langsung (Montero & Finger, 2021). Penelitian ini mengelaborasi kebutuhan
untuk memperbarui kerangka analisis market power agar lebih sensitif terhadap karakteristik ekonomi digital.

Perbedaan penting dengan pendekatan konvensional juga tercermin dalam penilaian profitabilitas. Dalam
ekonomi konvensional, keuntungan jangka pendek sering digunakan sebagai indikator utama dominasi pasar.
Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi digital, keuntungan jangka pendek tidak selalu
mencerminkan kekuatan pasar yang sesungguhnya. Banyak pelaku usaha digital justru mengorbankan profit
awal untuk memperluas basis pengguna, mengumpulkan data dalam jumlah besar, dan mengunci konsumen
dalam ekosistemnya. Oleh karena itu, konsentrasi pasar dalam ekonomi digital perlu dianalisis secara
kontekstual dan tidak secara otomatis dikategorikan sebagai praktik persaingan usaha tidak sehat tanpa
mempertimbangkan tujuan strategis dan dinamika pasar yang lebih luas.

Kekuatan penelitian ini terletak pada pendekatan yuridis-normatif yang memungkinkan analisis mendalam
terhadap kerangka hukum, kebijakan, dan praktik persaingan usaha dalam ekonomi digital. Pendekatan ini
memberikan ruang untuk menelaah kesesuaian antara regulasi yang ada dengan realitas pasar digital yang terus
berkembang, sebagaimana tercermin dalam sintesis temuan pada Tabel 2 dan Gambar 3. Namun demikian,
penelitian ini juga memiliki keterbatasan karena tidak melibatkan data empiris primer dari pelaku usaha atau
konsumen. Akibatnya, temuan lebih menekankan aspek normatif dan konseptual, sehingga generalisasi hasil
perlu dilakukan secara hati-hati.

Temuan penelitian ini terutama relevan bagi negara berkembang dengan pasar digital yang sedang
bertumbuh dan kerangka regulasi yang masih berada dalam tahap penyesuaian. Penerapan temuan pada
konteks negara maju perlu mempertimbangkan perbedaan kapasitas kelembagaan, tingkat literasi digital, serta
kematangan pasar. Oleh karena itu, penggunaan temuan lintas konteks harus memperhatikan kondisi
institusional dan sosial-ekonomi masing-masing negara.

Pembahasan ini juga menegaskan pentingnya perhatian terhadap isu etis yang melekat dalam pengawasan
ekonomi digital, khususnya terkait perlindungan data pribadi dan keseimbangan antara inovasi dan keadilan
persaingan. Penguatan pengawasan persaingan usaha tidak dapat dilepaskan dari upaya menjamin transparansi
penggunaan data dan perlindungan hak konsumen. Tantangan ini menuntut koordinasi yang lebih erat antara
otoritas persaingan usaha, regulator sektor digital, dan lembaga perlindungan data pribadi.

Penelitian ini menunjukkan perlunya pengembangan kerangka analisis persaingan usaha yang lebih adaptif
terhadap karakteristik ekonomi digital. Bagi pembuat kebijakan, temuan ini menegaskan pentingnya pembaruan
regulasi dan penguatan kapasitas kelembagaan otoritas persaingan usaha agar mampu merespons dinamika
pasar digital secara efektif. Bagi penelitian selanjutnya, penggabungan pendekatan yuridis-normatif dengan studi
empiris berbasis data lapangan akan sangat berharga untuk memperkaya pemahaman mengenai dampak nyata
ekonomi digital terhadap persaingan usaha dan kesejahteraan publik.

Simpulan

Penelitian ini berangkat dari upaya menjawab persoalan mendasar mengenai bagaimana perkembangan
ekonomi digital memengaruhi dinamika persaingan usaha di Indonesia serta sejauh mana peran pengawasan
persaingan usaha mampu merespons perubahan tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital
tidak hanya menghadirkan inovasi teknologi, tetapi juga membawa perubahan struktural yang signifikan
terhadap cara pasar bekerja. Perubahan ini menuntut pendekatan baru dalam memahami dan mengawasi
persaingan usaha yang tidak lagi sepenuhnya dapat dijelaskan melalui kerangka ekonomi konvensional.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa ekonomi digital membentuk struktur pasar berbasis platform dan
data, yang secara bertahap meningkatkan konsentrasi pasar dan memperkuat posisi pelaku usaha tertentu.
Penguasaan data, efek jaringan, serta integrasi ekosistem digital menjadi faktor kunci dalam pembentukan
kekuatan pasar. Dalam konteks ini, kekuatan pasar tidak lagi semata-mata tercermin dari besaran pangsa pasar
atau tingkat keuntungan jangka pendek, melainkan dari kemampuan pelaku usaha dalam mengendalikan data
dan menjaga ketergantungan pengguna. Kondisi tersebut membuat penilaian market power menjadi semakin
kompleks dan sekaligus meningkatkan potensi munculnya praktik persaingan usaha tidak sehat yang sulit
terdeteksi melalui mekanisme pengawasan tradisional.
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Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tantangan ekonomi digital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga
kelembagaan. Pengawasan persaingan usaha di era digital menuntut kapasitas analitis yang lebih tinggi,
pemahaman lintas disiplin, serta regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Meskipun tidak selalu
ditemukan pelanggaran persaingan usaha secara formal, meningkatnya konsentrasi pasar dan dominasi berbasis
data tetap menimbulkan risiko jangka panjang terhadap keberlanjutan iklim persaingan usaha yang sehat. Oleh
karena itu, pengawasan persaingan usaha perlu diarahkan tidak hanya pada penindakan setelah pelanggaran
terjadi, tetapi juga pada upaya pencegahan yang lebih responsif terhadap dinamika pasar digital.

Penelitian ini menyadari keterbatasannya, terutama karena menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang
bertumpu pada data sekunder. Pendekatan ini memungkinkan analisis konseptual dan normatif yang
mendalam, namun belum menangkap secara langsung pengalaman empiris pelaku usaha dan konsumen di
pasar digital. Selain itu, fokus penelitian yang terbatas pada konteks Indonesia membuat temuan ini perlu
ditafsirkan secara hati-hati apabila diterapkan pada konteks negara lain dengan karakteristik pasar dan
kelembagaan yang berbeda.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan analisis normatif dengan pendekatan empiris
agar pemahaman mengenai dampak ekonomi digital terhadap persaingan usaha menjadi lebih utuh. Kajian ke
depan juga dapat memperluas fokus pada praktik bisnis platform digital, perilaku konsumen, serta efektivitas
pengawasan persaingan usaha dalam berbagai sektor ekonomi digital. Dengan demikian, penelitian lanjutan
diharapkan tidak hanya memperkaya diskursus akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi
penguatan kebijakan dan praktik pengawasan persaingan usaha di era ekonomi digital.
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